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Akibat Hukum Penetapan Konsinyasi dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Jual-Beli melalui Pendekatan Kasus yaitu dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara No.267/PK/Pdt/2009 yang mengenyampingkan penetapan konsinyasi. Konsinyasi dalam pasal 1381 KUHPerdata adalah salah satu jalan menghapuskan perikatan, tidak selamanya bermakna demikian. Meskipun telah ada penetapan konsinyasi dari pengadilan Negeri Setempat, para pihak masih memiliki kesempatan untuk menempuh upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Putusan hakim dalam perkara No.267 KUHPerdata alasan dikesampingkannya Penetapan Konsinyasi karena pihak yang mengajukan Konsinyasi telah terbukti Wanprestasi sebelum adanya penetapan Konsinyasi.

PENDAHULUAN
Manusia sebagai mahluk sosial selalu dihadapkan dengan kegiatan bersama sebagai bentuk manifestasi dari dinamika sosial yang mereka laksanakan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilatarbelakangi atas dorongan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Dasar itulah yang kemudian melahirkan kegiatan tukar-menukar, sewa-menyewa, jual-beli, simpan-pinjam serta kegiatan-kegiatan lainnya yang terkadang berimplikasi pada pemenuhan kewajiban dan hak salah satu pihak atau keduanya.

Agama Islam sebagai agama yang sempurna, telah mengajarkan agar para ummatnya senantiasa memenuhi perjanjian atau akad yang dibuatnya. Hal ini telah dijelaskan dalam ayat QS al-Mãidah/5:1, sebagai berikut:  
((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((  ...( ((( 
Terjemahnya :

        “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji ...”

Al-uquud, al’uhuud : janji-janji dan semua yang diikat, diakadkan, yaitu semua yang dihalalkan oleh Allah, dan diharamkan serta batas-batas hukum dalam Al-Qur’an, jangan kalian menyalahinya atau mengingkarinya. Zaid bin Aslam berkata : Aufu bil ‘uquud, al uhuud itu ada enam : Abdullah (perintah dan larangan Allah), Aqdul hilf (perjanjian persekutuan suku), Aqdusy Syarikah (perjanjian Persekutuan dagangan), Aqdul bai’ (perjanjian jual beli), Aqdun Nikah (Akad Nikah Perkawinan), Aqdul Yamin (Perjanjian Sumpah).
 

Lebih lanjut Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah/2:282, sebagai berikut :

((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((((((

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Dalam hadis juga dijelaskan tentang hutang piutang, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ
Artinya :

     Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah. dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Penundaan pelunasan utang oleh orang kaya adalah tindakan zhalim. Apabila seorang di antara kalian dipindahkan utang piutangnya kepada orang yang mampu, hendaklah ia mengikutinya".

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ وَلَا تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
Artinya :

     Ibrahim bin Abdullah Al Harawi menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim meneritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Ubaid menceritakan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Penangguhan utang oleh orang kaya adalah kedzaliman, dan apabila piutangmu dipindahkan kepada orang yang kaya, maka ikutilah. Dan, janganlah kamu menjual dua macam penjualan dengan satu akad jual-beli"

Selanjutnya dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu UUD 1945 pasal 28 H ayat (4) menegaskan : 

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

Berdasarkan pasal 28 H ayat (4) tersebut jika dikaitkan dengan jual beli atau hutang-piutang, maka setiap orang (debitur) wajib memenuhi prestasi yang telah disepakatinya dengan kreditur, yaitu debitur wajib membayar atau melunasi utang-utangnya kepada kreditur, dan tidak boleh melakukan wanprestasi atau beritikat buruk untuk mengambil hak milik kreditur secara sewenang-wenang.

Dalam KUHPerdata ditegaskan bahwa apabila salah satu pihak ( debitor) tidak memenuhi perjanjian atau perikatan yang telah disepakati bersama dengan kreditor, maka debitor wajib memberikan biaya, rugi, dan bunga. Hal tersebut sangat jelas dalam pasal 1235 dan 1236 KUHPerdata :

Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termaktub kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan.

Luas tidaknya kewajiban terakhir ini tergantung pada persetujuan tertentu; akibatnya akan ditunjuk dalam bab yang bersangkutan.

Debitur wajib memberi ganti biaya,kerugian dan bunga kepada kreditur bila  dia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidal merawatnya sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya.

Akhirnya dalam pasal 1381 KUHPerdata disebutkan salah satu hapusnya perikatan, yaitu karena penawaran pembayaran tunai atau diikuti dengan penitipan uang pembayaran dipengadilan, apabila pihak kreditur tidak ingin menerima pembayaran tersebut, cara ini dikenal dengan istilah konsinyasi.

Telah terjadi suatu konsinyasi yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur, sebagaimana terjadi dalam perkara sengketa jual beli tanah yang disepakati pada tanggal 8 Februari 2002 pihak PT. Gowa Makassar Tourisme Development (GMTD) sebagai pembeli, dan pihak penjual atas nama pemilik tanah dan ahli waris Almarhum Andi Mappagiling Karaengta Karuwisi, dengan pembayaran tahap I pada tanggal 15 Februari 2002 tetapi baru dibayarkan pada tanggal 20 Februari 2002, selanjutnya pembayaran tahap II dijanjikan oleh debitur pada tanggal 15 Maret 2002 tetapi dibayar melalui penitipan uang di pengadilan (konsinyasi) dengan permohonan konsinyasi tanggal 3 April 2003 (No.01/Pen.Kns/2003/PN.Mks) dan memperoleh penetapan tanggal 22 April 2003 sesuai berita acara penyimpanan No.01/BA.Kns/2003/PN.Mks
Kenyataannya, konsinyasi yang dilakukan debitur tidak serta merta mengakhiri perikatan yang disepakati keduanya sebagaimana yang menjadi bunyi pasal 1381 yang menyebutkan bahwa salah satu alasan berakhirnya suatu perikatan karena penitipan pembayaran di pengadilan (Konsinyasi). Hal ini terlihat dari putusan Mahkamah Agung No. 267/PK/Pdt/2009. 

Berangkat dari fenomena tersebut, oleh penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam, yaitu sejauh mana suatu penetapan konsinyasi mempunyai akibat hukum sebagai salah satu jalan hapusnya perikatan.

PEMBAHASAN
A. Akibat Hukum terhadap Penetapan Konsinyasi 
Penerimaan dari kreditor merupakan syarat sahnya suatu penyimpanan atau penitipan, selain itu, putusan hakim pada pengadilan negeri juga dapat menyatakan sahnya suatu penyimpanan atau penitipan yang dilakukan oleh debitor melalui notaris atau juru sita. KUH Perdata memuat ketentuan normatif bahwa jika pengambilan benda atau uang yang disimpan atau dititipkan di pengadilan negeri tersebut telah ada suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap (terakhir dan mengikat), maka pengambilan itu tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dan turut berutang atau para penanggung utang (borg) karena mereka dibebaskan dari perikatan itu.

Penitipan atau pembayaran dipengadilan berkekuatan sebaga pembayaran atau pelaksanaan prestasi oleh debitor, sehingga ia bebas dari perikatan yang bersumber dari kontrak yang dibuatnya dengan kreditor. Adapun uang (atau benda/barang) yang disimpan atau dititipkan itu adalah tanggung jawab kreditor.

Penjelasan tentang akibat hukum penetapan konsinyasi terhadap masing masing pihak bisa dilihat dibawah ini, yaitu:

a. Akibat hukum konsinyasi terhadap debitur 

Pada pasal 1404 ayat 2 penawaran pembayaran dan  konsinyasi disebutkan bersama-sama, namun bukan berarti, bahwa hanya kalau kedua tindakan itu dilakukan sebagai satu kesatuan saja, baru menimbulkan akibat hukum. Kedua tindakan itu bisa dibedakan dan merupakan tindakan dengan syarat-syarat tersendiri.

Penawaran pembayaran tunai, yang diikuti dengan konsinyasi atau penitipan, memawa akibat, bahwa perikatannya menjadi batal, demikian pasal 1381 sub 2. Bahwa perikatan hapus karena “penawaran pembayaran diikuti dengan konsinyasi atau penitipan. Ketentuan pasal tersebut ternyata tidak cocok dengan kata-kata dalam pasal 1408, yang mengatakan bahwa selama yang dititipkan belum diambil oleh kreditur, maka debitur berhak untuk mengambilnya kembali, kalau perikatannya saja sudah batal, bagaimana mau diambil kembali? Oleh karena itu, pasal tersebut harus diartikan lain, yaitu bahwa penawaran yang diikuti dengan penitipan itu memang belum membebaskan debitur, tetapi perikatannya sendiri tidak/belum menjadi hapus. Pasal 1404 ayat 2, yaitu penawaran yang demikian diikuti dengan penitipan “membebaskan debitur”. Dengan kata lain, ditinjau dari sudutnya debitur, tindakan debitur menawarkan pembayaran diikuti dengan penitipan diterima dan berlaku sebagai suatu pembayaran.


Dalam hal permohonan debitur dikabulkan, maka menurut pasal 1409, akibat hukumnya menjadi lain karena sesudah itu pada asasnya debitur tidak berhak lagi untuk meminta kembali uang/barang yang telah diconsignir atau dititipkan, kecuali dengan persetujuan kreditur. Menurut para sarjana, kalau kreditur tidak menerima apa yang diconsignir/dititipkan maka dengan pernyataan berharga dari pengadilan seperti tersebut diatas sekarang debitur defenitip dan total bebas. Perikatannya definitip hapus.

b. Akibat hukum penetapan konsinyasi terhadap kreditur

Pasal 1404 ayat 2 juga berbicara tentang akibat penitipan seperti tersebut diatas, yaitu bahwa risiko atas barang yang dititipkan selanjutnya adalah untuk tanggungan kreditur. Konsekuensinya, kalau terjadi bahwa benda yang dititipkan musnah/hilang, maka debitur tetap bebas dari kewajiban pembayaran perikatan.

Terhadap penitipan tersebut, kreditur berhak untuk meminta agar pengadilan menyatakan penitipan itu tidak berharga (van onwaarde), tetapi kalau kreditur akhirnya menerima/mengambil uang/barang yang dikonsignir, maka dengan sendirinya perikatannya menjadi hapus.

Atas uang/barang yang dititipkan, kreditur setiap waktu boleh menyatakan menerimanya. Jadi seakan-akan ada penawaran yang ditujukan kepada kreditor untuk menerimanya atau tidak. Karena sebagaimana dikatakan bahwa antara debitur sebagai orang yang menitipkan uang/barang dengan pihak yang menerima penitipan barang, ada perjanjian penitipan barang. Dalam hal kreditur, sekalipun telah ada pernyataan berharga dari pengadilan mengenai penitipan barang debitur untuk kepentingan kreditur, menyetujui pengambilan kembali barang tersebut oleh debitur, maka akibatnya perikatan lama hapus tak dapat lagi melaksanakan penagihan dengan menggunakan hak istimewa dan hipotik.

Pasal 1407 menetapkan, bahwa apabila penawaran pembayaran dan konsinyasi/penitipan dilaksanakan menurut undang-undang, maka semua biaya untuk pelaksanaan penawaran pembayaran dan konsinyasi/penitipan menjadi tanggungan kreditur. Maksud ketentuan itu tidak lain adalah bahwa apabila penitipan itu sah/berharga (van waarde) maka kreditur telah lalai untuk menerima pembayaran, sehiingga kesalahan ada pada kreditur. Atas dasar itu maka biaya dipikulkan kepada kreditur.

c. Akibat hukum penetapan konsinyasi terhadap penerima titipan, debitur dan pihak ketiga
Antara debitur asal (yang menitipkan) dengan pihak penerima konsinyasi/penitipan ada hubungna hukum penitipan barang, pihak penerima konsinyasi/penitipan berkedudukan sebagai debitur dan orang yang menitipkan (debitur dari barang yang ditawarkan kepada kreditur dan selanjutnya dititipkan) sebagai kreditur selama kreditur atau untuk siapa barang itu dititipkan belum menerimanya. Bahwa dengan penitipan saja, maksudnya dengan ditutupnya perjanjian penitipan barang, hak milik barang yang dititipkan masih ada pada debitur dan diakuinya hak debitur untuk mengambil barang tersebut. Karena masih menjadi milik debitur maka pihak ketiga, misalnya saja kreditur lain dari debitur berhak meletakkan sita atasnya, sebagai sita pada pihak ketiga.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa konsinyasi atau penitipan yang dinyatakan sah atau berharga oleh pengadilan, ditinjau dari sudut debitur mempunyai akibat hukum yang sama sebagai suatu pembayaran yang sah, bahkan seandainya debitur dengan izin kreditur mengambil kembali apa yang telah dititipkan. Terhadap pihak ketiga yang menyimpan barang yang dititipkan, akibat hukumnya adalah bahwa ia sekarang tidak boleh lagi menyerahkan kembali kepada debitur dan hanya boleh menyerahkannya kepada kreditur saja.

Dalam hal batas waktu kreditur untuk menentukan sikapnya apakah menerima barang/uang yang dititipkan tidak diatur secara jela dalam undang-undang maka debitur serta merta tidak menentu nasibnya. Oleh karena itu,demi kepastian hukum, undang-undang dalam pasal 1410 menetapkan, bahwa jika dalam satu tahun sejak hari pemberitahuan penitipan itu, kreditur tidak menyangkal keabsahan penyimpanan itu, maka debitur bebas.
B. Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Penetapan Konsinyasi dalam putusan No. 267/PK/Pdt/2009
Dalam putusan hakim tersebut membatalkan penetapan konsinyasi dari Pengadilan Negeri Makassar dengan mengemukakan alasan bahwa penetapan konsinyasi tersebut mengenyampingkan konsep wanprestasi dimana pihak debitur dalam perjanjian pada awalnya (pembayaran pertama) telah melakukan wanprestasi begitupun pada pembayaran tahap kedua.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan, dalam perkara No.267/PK/Pdt/2009 perlu ditentukan keadaan sesungguhnya yang dialami debitur, apakah debitur sengaja untuk melakukan ingkar janji atau lalai memenuhi prestasi. Tiga keadaan debitur yang dapat dikatakan wanprestasi, adalah : 

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru

3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Dalam putusan hakim dapat diketahui bahwa pada awalnya debitur telah melakukan wanprestasi hal ini menjadi dasar putusan hakim bahwa debitur mengetahui tenggang waktu pembayaran, tetapi debitur lalai melaksanakan prestasi, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1238 KUHPerdata,debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Hal ini menjadi dasar kuat untuk mengenyampingkan penetapan konsinyasi yang juga dikeluarkan setelah debitur telah wanprestasi.
Dari pertimbangan putusan hakim tentang penetapan konsinyasi yang kemudian dibatalkan karena telah adanya wanprestasi menjadi salah satu dasar yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menerima penetapan konsinyasi dengan terlebih dahulu mengkaji permasalahan yang ada, sehingga memiliki dasar gugatan untuk menolak penetapan konsinyasi.

Dalam pandangan islam tentang ketidakmampuan seseorang membayar hutang lantas menjadikannya wanprestasi diberikan solusi melalui penjelasan dalam QS  al-Baqarah/1:280, sebagai berikut :

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ نْإ لَكُمْ خَيْرٌ اقُو تَصَدَّ أَنْ وَ مَيْسَرَةٍ ىإِلَ فَنَظِرَةٌ عُسْرَةٍ ذُو كَانَ وَإِنْ

Terjemahnya

        “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”

PENUTUP

Akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya penetapan konsinyasi dari Pengadilan Negeri setempat tidak mengakhirkan suatu perjanjian sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1404 KUHPerdata bahwa salah satu cara menghapuskan perikatan adalah dengan menitipkan uang dipengadilan dan memperoleh penetapan (konsinyasi). Upaya hukum biasa hingga upaya hukum luar biasa masih bisa ditempuh oleh pihak yang tidak menerima penetapan konsinyasi selama mengikuti prosedur berperkara sesuai yang ditentukan oleh undang-undang. Putusan hakim yang mengenyampingkan penetapan konsinyasi sebagai kekuatan hukum untuk mengakhiri suatu perjanjian jual beli diantara kedua belah pihak, didasarkan pada bukti bahwa Pengadilan Negeri dalam menerima permohonan dan memberikan penetapan konsinyasi tidak memperhatikan hal-hal yang bisa menjadi dasar ketidak absahan suatu penetapan konsinyasi, salah satunya adalah wanprestasi
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